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BUPATI MUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR , TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJAI,ANAN DINAS

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka transparansi dan

akuntabilitas da.lam pelaksanaan perjalanan dinas

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas, perlu

disusun Pedoman Pelaksanaan Pe{alanan Dinas di
LingkuDgan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;

b, bahwa berdasarkan pertimbangan aebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan

Pedalanan Dinas di Lingkungal Pemerintah

Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera SeLatan (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

L€mbaran Negara Republik lndonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang

Keuangan Negara (I€mbarar Negara Republik

Indonesia Tahun 2OOg Nomor 47, Tambahan

L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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3.

4.

5.

6.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan PengeloLaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara (Lmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

Undang-Undarg Nomor 25 Tahun 2O04 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(I€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004

Nomor 1O4, Tambahan Iembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

PemerintahanDaerah (l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali tera.khir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan

Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (I€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

P€raturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tent€ngPengelolaan Keuangan Daerah (L€mbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor

140, Tsmbahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5478);
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9_ Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Da€rah (Lrmbararl

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor

165, Tambahan Lrmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OO8

tentang Sistem Pengendalian Intem Pemerintah
(SPIP) (Lrmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

201O Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Ol1 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pcngelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55

Tahun 20OE tentang Tata Cara Penatausahaan dan

Peflyusunan laporan Pertanggungiawaban

Bendahara serta Penyampaiannya;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.O5/

2Ol2 tefi.alfg Perjalanaa Dinas Dalam Negeri bagi

Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak

Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 678);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun

2013 tentsng Pemberdayaan Masyarakat mela.lui

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2ol3
Nomor 60);
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16. PeratuEn Menteri Datram Negeri Nomor 64

Tahun 2013 tentalg Standar Akuntansi

Pemerintahan Berbasis Akn:al pada Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun
2016 t€ntang Pedoman Pe{alanan Dinas Ke Luar
Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala

Daerah dan Wakil kepala Daerah, Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakitran Ralryat Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor

49 /PMK.O2|2O|? tentang Standar Bia5ra Masukan

Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33

Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 825);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuanga[ Daerah

Kabupaten Musi Rawas (L€mbaran Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun 20O8 Nomor 7);

t7_
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MEMUTUSKAN:

Mcnctapkal : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN

PELAKSANAAN PER.IAI.A,NAN DINAS DI UNGKUNGAN

PEMERITITAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupa.ten Musi Rawas.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Musi Rawas.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Musi Rawas.
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5.

6.

8.

9.

10.

11.
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13.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah

Kabupaten Musi Rawas yang dibahas dan disetujui bersama oleh

Pemerintah Kabupaten dan DPRD, dan ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah

I(abupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan

perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai

ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan

pe{anjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina

kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan

pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil ya-ng selanjutnya disingkat PNS adalah

warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina

kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Tim Penggerak PKK untuk selanjutnya disingkat dengan TP PKK

adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan
penggerak pada masinS-masing tingkat p€merintahan untuk
terlaksananJra program PKK yang merupakan mitra kerja
pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan,/lembaga

kemasyarakatan lainnya;

Ajudan adalah Seseorang yang ditunjuk oleh Bupati untuk
mendampingi, membantu/mengurus segrl, keperluan Pejabat

Negara dalam menjalankan tugas pemerintahan;

Pegawai Pemerintah dengan Perja-njian Kerja yang selanjutnys

disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi

syarat tertentu, yarlg diangkat berdasarkan perjanjian kerja

untuk jangka walrtr-r tertentu da.lajn rangka melaksanakan tugas

pemerintahan.

Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PIT adalah
Pegawai yang diangkFt untuk jangka wakhr tertentu guna

melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang

b€rsifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan

kebututran da.rt kemampuan orgalisasi.
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15.

Non Pegawai adalah Masyarakat atau Pihak ketiga yang

ikut melal(sarrakarl program dan kegiatan Pemerintah,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah kepala satusrr kerja pengelola keuangan daerah
yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak dalam kapasitas sebagai bendaia.ra umum daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD

adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai

Bendaharan Umum Daerah.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
tungsi SKPD yang dipimpinnya.
Kuasa Bendahara Umum Daerai yang selanjutnya disingkat
Kuasa BUD adalah pejabat ya-ng diberikan kuasa untuk
melaksanakan tugas BUD.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
KPA adalah Pejabat yang memperoleh kuasa dari
Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian

kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada

Satuar Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
Pejabat Pembuat Komitmen yang sel,anjutnya disingkat PPK

adalah Pejabat yang memperoleh kuasa sebagai pemilik
pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan

barang dan jasa dari segi administrasi, fisik, keuangan dan
fungsional.
Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang

selanjutnya disingkat PPK-PD adalah pejabat yang

melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat

Daerah.

Bendahara Pengeluaran/Bendaham Pengeluaran Pembantu

adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan,

membayarkan, menatausahakan

mempertanSgungiawabkan uang untuk keperluan belanja

daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat

Daerah.

23. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatsn yang selanjut disingkat PPTK

adalah pejabat yang diangkat oleh Penggtrna Anggaran dalam

meLaksanakan program/kegiatan.
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24. PeqeJanat Dinas Dalam Negeri yang seLanjutnya disebut
Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan
yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk
kepentingan Negara, terdiri dari Perjalanan Dinas Luar Daerah

dar Pefalanan Dinas Dalam Daerah.

Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati
batas daerah dan/atau dalam daerah dari tempat kedudukan ke

tempat yang dituju, meLalsanakan tugas, dan kembali ke tempat
kedudukan semula di dalam negeri.

Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat
kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru
berdasarkan surat keputusan pindah.

Pengumandahan (Detaser@ ada.lah penugasan semeutala

walchr.

Surat Perintah adalah Naskah dinas dari atasan yang ditujukan
kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan
pekerjaan tertentu.

Surat Perintah Tugas adalah naskah dinas dari atasan yang

ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas darr fungsinya.

Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat
SPPD adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada
bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan

dinas.

31. Pclalsana SPPD adalah Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara,

Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai yang melaksanakan

Perjalanan Dinas.

32. b)npsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung
terlebih dahulu (pre-alatlated atnounfl dan dibayar sekaligus.

33. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan

kebutuhan riil (at oosl) berdasarkan ketentuan berlaku.

34. P€rhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan

Dinas yang dihitung sesuai kebutuhar riil berdasarkan

ketentuan berlaku.
35. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/ Perangkat Daerah.

36. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan
Perja.lanan Dinas.

37. Tempat tujuan pindah adalah tempat/kota tujuan pindah.

26.

27.

24.

29.

30.
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38.

39.

40.

Rencana Kerja darl Anggaran Perangkat Daerah yang s€lanjutnya
disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen rencana

keuangan tslunan SKPD yang disusun oleh kepala Perangkat

Daerah,

Dokumen Pelakssnaan Anggaran Perangkat Daerah yang

seLarrjutnya disingkat DPA-PD / DPPA-PD adalah dokumen yang

memuat pendapatan, belanja dan pembiayaart yang digunakaa

sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Standar Biaya adalah satuan biaya paling tinggi yang ditetapkan

sebagai Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya

Keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran RKA -

Perangkat Daerah / RKPA-Perangkat Daerah.

Pasal 2

(l) Pejabat Negara, DPRD, Pegawai ASN, PTT, dan Non Pegawai yang

akan melaksanakan pe{alanan dinas harus terlebih dahulu
mendapat persctujuan/perintah atasannya/kepala Perangkat

Daerah yang memerintahlen.

(2) PI"I dan Non Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:

a. Pegawai Tidak Tetap yang diangkat untuk jangka waldr
tertentu guna meLaksanakan tugas pcmerintahan dan
pembangunan yang bersifat teknis profesional dan

administrasi sesuai dengan kebututran dan kemampuan

organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Musi Rawas.

b. Non Pegawai yang terdiri dari Masyarakat atau Pihak

ketiga yang ditugaskar Bupati/Wakil Bupa.ti, Sekretaris

Daerah dan/atau Kepala Perangkat Daerah untuk
mela-ksanakao program dan kegiatan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Musi Rawas serta diberikan biaya perjalanan dinas sesuai

tingkat penggolongan.

t
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BAB II

RUANG LINGKUP PER.'AIANAN DINAS

Pasa.l 3

(1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan
pertanggungiawaban Pedalanan Dinas bagi Pejabat Negara

(Bupati dan Wakil Bupati) , Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai

Negeri Sipil, TP PKK, Ajudan Bupati dan \Uakil Bupati, PTT dan
Non Pegawai yang dibebankan pada APBD.

(2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi:
a. Perjalanan Dinas Jabatan; da.Il

b. Perjalanan Dinas Pindah.

(3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pegawai ASN/PNS;

b. Calon Pegawai ASN/Calon PNS;

c. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan

d. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB III
PRINSIP PER.IALANAN DINAS

Pasal 4

Perjalanan Dinas dilaksenakan dengan memperhatikan prinsip

Bebagai berikut:

a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat t-inggi dan

, prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
! b. keters€diaan anggaran dan kesesueian dengan pencapaian kineia

Perangkat Daerah;

c. ehsiensi penggunaan belaaja daerah; dan

d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas

dan pembebanan biaya Pedalanan Dinas.

BAB TV

PER.'AIANAN DINAS JABATAN

Pasal 5

(1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (2) digolongkan menjadi:

a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten.

eN"
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b. Perjalanan Dinas ke luar daerah di dalam wilayah Provinsi

Sumatera SeLatan.

c. Perjalsnan Dinas Keluar Provinsi Sumatera Selatan.

I^ama pe{alanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

masing- masing adalah:

a. Dalam Kabupaten maksimum 2 (dua) hari, kecuali pe{alanan
yang memiliki kewenangan khusus seperti Inspelitorat,

Pengawas I-apangan disesuaikan dengan kebutuhan;
b. Keluar daerah dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan

maksimum 3 (tiga) hari, kecuali kegiataa yang sudah ditetapkan
walrhr pelaksanaannya yang melebihi dari 3 (tiga) hari serta

dengal mempe rtimbangankan hari keberangkatan dan pulang.

c. Keluar daerah Provinsi Sumatera Selatan maksimum 5 (lima)

hari, kecuali kegiatan yang sudah ditetapkan wal*u
pel,aksana,annya yang melebihi dari 5 (lima) hari serta dengan

mempertimbangankan hari keberalgkatal dal pulang.

Perjalanan dinas jabatsn dilakukan dalam rangka:

a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;

b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;

c. pengumandahan ldaa.seringl di luar tempat kedudukan;

d. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang

diadakan di luar tempa.t kedudukan;
e. diharuekan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai

Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang

ditunjuk yang berada diluar tempat kedudukan, untuk
mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya
guna kepentingan jabatan;

f. harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan

berdasarkan surat keterangan dolider karena mendapat cidera
pada waldu / karena melakukan tugas.

g. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan

berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan pegawai

Negeri;

h. mengikuti pendidikan dan pelatihan;

i. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah

pejabat Negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam

melakukan perjalanan dinas.

L
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j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah

pejabat Negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari
tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

k. pedalanan dinas r.mtuk mengikuti rapat, bimbingan teknis,

studi banding, sosialisasi, pameran serta kegiatan spesiftk

lainnya yang sudah ditetapkan jadwal kegiatannya, termasuk

hari Sabtu, Minggu, dan Libur Nasional; dan

l. kegiatan spesifik lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf k
antara lain:

1. penugasan pemeriksaan.

2. penugasan survei dan/atau pengumpulan data.

3. penugasan mengikuti pertandingan/lomba.

Pasal 6

(1) Pelaksana p€dalanan dinas jabatan oleh Pels.ksana SPPD

dilakukan sesuai dengan perintalt atasan Pelaksana SPPD yang

tertualg dalam Surat Tugas.

(2) Surat T\-rgas sebagaimaaa dimaksud pada ayat ( 1 ) diterbitkan
oleh:

a. Kepala Perangkat Daerah untuk Perjalanan Dinas Jabatan

yang dilakukan pelaksana SPPD pada satuan kerja berkenaan;

b. Bupati/Sekrctaris Daerah untuk Perjalanan Dinas Jabatan
yang dilakukan Pejabat Eselon ll/Kepala Perangkat Daerah;

c. Ketua DPRD untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

d. Ketua TP PKK Kabupa.ten untuk perjalanan dinas yang

dilakukan oleh Pengurus dan anggota TP PKK Kabupaten;

e. Ketua TP PKK Kecamatan untuk perjalanan dinas yang

dilakukan oleh pengurus dan anggota TP PKK Kecamatar; dan

f. Ketua TP PKK Keluralnn/Desa untuk peagurus dan anggota TP

PKK Kelurahan/ Desa.

(3) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pafing

sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
a. Pemberi tugas;

b. Pelaksana tugas;

c. Waktu pelaksanaan tugas; dan

d. Tempat pelaksanaan tugas.

t
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(4) Kewenangan penerbitan Surat Tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.

BAB V

BIAYA PER.IALANAN DINAS JABATAN

Pasal 7

(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen

sebagai berikut:

a. uang harian;

b. biaya Transport;

c. biaya penginapan;

d- uang representasi;

e, sewa kendaraan dalam Kota; da!/atau
(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf a, terdiri

atas:

a. uang makan;

b. uang Transport lokal (dari hotel/penginapan ke kantor tujuan
dan sebaliknya); dan

c. uang saku,

(3) Biaya Transport scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri atas:

a. perjalanan dinas dari rcmpat kedudukan sarnpai tempat tujuan
keberangkatan dal kepulangan termasuk biaya ke terminal

bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan.

b- retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/
bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

c. biaya toksi keluar daerah dari tempat kedudukan sampai ke

tempat tujuan keberangkatan ke terminal bus/ stasiun/
bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangran.

d. Biaya Bagasi Tercatat paling banyak 2O kg khusus penerbangan

dengan maskapai yang menerapkan pelayanan dengan standar

minimum (nolrills).
(4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c merupakan biaya yang diperlukan r:ntuk menginap

di hotel atau di tempat menginap lainnya.

t
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(5) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunalar biaya penginapan

sebagaimana dimaksud pada ayat ( ), berlaku ketentuan sebagai

berikut:

a. Pelakaana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga

puluh persen) dari tarif hotel di Kota Terupat Trrjuan

sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati tentang

Standar Biaya dan merupakan batas tertinggi;

b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dibayarkan secara fumpsum-

(6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan anggota

DPRD, dar Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.
(7) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara dan Pimpinan

DPRD yang haaya diperkenankan untuk menghadiri rapat-rapat

dan undangan resmi (diluar perjalanar dinas yang bersifat

koordinasi, konsultasi, bimbingan teknis ataupun sosialisasi).

(a) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah

termasuk biaya r:ntuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan

pajak.

Pasal 8

(l) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan aebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (1), diberikan kepada:

a. Bupati;
b. Ketua DPRD;

c. Wakil Bupati;

d. Walil Ketua DPRD;

e. Sekretaris Daerah;

f. Anggota DPRD

g. Pejabat Eselon IIb;

h. Pejabat Eselon III dan ASN Golongan Ruang IV/b keatas;

i. Pejabat Eselon IV dan ASN Golongan Ruang III/c sampai dengan

Golongan Ruarg IV/a;
j. staf AsN sampai dengan Golongan Ruang lu/b;
k. PTT; dan

l. Non pegawai.

(2) Biaya Perjalanan Dinas TP PKK Kabupaten Musi Rawas, dengan

rincian sebagai berikut:

13 tr["



(3)

(4)

a. Ketua TP PKK Kabupaten disetarakan dengan pedalanan dinas
Pejabat Eseton IIlb

b. Pengurus dan arggota TP PKK Kabupaten, serta Ketua TP PKK

Kecanatan disetarakan dengan perja.lanan dinas Pejabat Eselon
lV/a.

c. Pengurus dan anggota TP PKK Kecamatan, Ketua, Pengums dan
Anggota TP-PKK Kelurahan/Desa, disetorakan dengan
perja.lanan dinas Pegawai Tidak Tetap;

Biaya Perjalanan Dinas Ketua TP PKK Kabupaten Musi Rawas
yang merangkap tugas sebagai ketua dalam kepengurusan
kmbaga Daeral disetarakan dengan Perjalalan dinas Pejabat

Eselon IIlb.
Biaya Perjalanan Dinas PNS dan Anggota Tentara Nasional
Indonesia serta Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
selaku Ajudan Brrpgti darr Wakil Bupati disetarakan dengan
perjalanan dinas Pejabat Eselon IV/a.
Biaya Perjalanan dinas Anggota Tentara Nasional Indonesia serta
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait denga!
pelaksanaan Kegiatan di Perangkat Daerah disesuaikan dengan
pargkat dan golongan PNS.

Biaya Perjalanan Dinas Non PNS selaku Ajudan Bupad dan Wakil
Bupati, Sopir Bupati atau Kehra DPRD, SopA Wakil Bupati atau
Wakil Ketua DPRD, dan Sopir Sekda dapat dis€tarakan dengan
perjalanan dinae Staf ASN Golongran III/b.
Biaya Perjalanan Dinas Non PNS selaku Sopir Operasional
Perangkat Daerah dapat disetarakan dengan perjalanan dinas
PTT.

Biaya Perjalana[ Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan berdasarkan tingkat biaya perja.la-nan dinas, dengan

ketentuan sebagai berikut:
a, uang harian dibayarkan secara fumlrsum dan merupakan batas

tertinggi sebagaimana tercantum Peraturan Bupati tent ng
Standar Biaya dan merupakan batas tertinggi;

b. biaya Transport pegawai dibayarkan sesuai dengan Bia3ra

Pengeluaran Riil bcrdasarkan Fasilitas Transport yang tcrdiri
dari biaya taksi ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan
keberangkatan dan kepulangan, retribusi yang dipungut di
terminal bus/stasiun/bardara/pelabuhan keberangkatan dan
kepulangan, dan biaya tiket moda transportasi dari teBpat
keberangkatan dan kepulangan, sehgaimana tercantum
dalam Peraturan Bupati tentang Starrdar Bia5ra dan merupakan
batas tertinggi;

(5)

(6)

(71

(8)t
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c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil
sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati tentang
Standar Biaya dan merupakan batas tertinggi;

d. uang representasi dibayarkan secara fumpsum dan merupakan
batas tertinggi sebagaimana tercantum da.lam Peraturan Bupati
tentang Standar Biaya dan merupalan batas tertinggi;

e. sewa kendaraan dalam Kota diberikan kepada Pejabat Negara

dan Pimpinan DPRD yang hanya diperkenankan untuk
menghadiri rapat-rapat dan undangan resmi (diluar perjalanan

dinas yang bersifat koordinasi, konsultasi, bimbingan teknis
ataupun sosisliaasi), dibayarkan sesuai dengaa Biaya Riil
s€bagaimana tercantum dalam Peaaturan Bupati tentang
Standar Biaya dan merupakan batas tertinggi;

f. Biaya Transport dan Biaya Penginapan untuk Ajudan Bupati
dan Wakil Bupati, apabila melebihi standar biaya boleh dibayar
sesuai dengan biaya riil, dengan syarat atas persetujuaJr

Pengguna Anggaran (PA) dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) serta melampirkar Daftar Pengeluaran Riil.

Pasal 9

(f) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan
sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b
rlilalrsanakan dengan biaya Perjalanaa Dinas Jabatan yang

ditanggung oleh paritia penyelenggara.

(2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat,

seminar, dan sejenisnya sebagairnana dimaksud pada ayat (1)

tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan

Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada DPA Perangkat Daerah

Pelaksana SPPD, dengan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas

sebagaimana t€rcsntum dalam Peraturan Bupati tentang Standar

Biaya dan merupakan batas terthggi.
(3) Dalam hal biaya Perjalalan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat,

seminar, dan sejenisnya sebegaimana dimaksud pada ayat (1)

dimana penginapan, konsumsi dan uang saku selama kegiatan

ditanggung oleh panitia penyelenggara, maka biaya penginapan

tidak dapat dibayarkaa sedangkal uang harian dibayarkan
sebesar 5oo/o (lima puluh persen) dari besaran uang harian

sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Standar

Biaya.

E



t

(4) Uang harian pefalanan dinas jabatan mengikuti kegiatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dan h
sebelum dal sesudah mengikuti kegiatan dapat diberikan uang

harian penuh sesuai Peraturan Bupati tentang Standar Biaya.

(5) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai
pembebanaa biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (U dan ayat (2) dalam surat/undangan
mengikuti rapat, seminsr, dan sejenisnya.

(6) Da.lam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-

sama untuk meLaksanakan suatu kegiatan rapat, s€minar, dan

sejenisnya, seluruh Pelaksana SPPD dapat menginap pada

hotel/ penginapan yang sama,

Pasal 10

( I ) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melcbihi jumlah
hari yang ditetapkan dalam Surat Thgas/SPPD dan tidak
dieebabkan oleh keealahan/ kelalaian Pelaksana SPPD dapat
diberikan tambahan uang harian, dan biaya penginapan,

sepanjang kelebihan tera€but bukan disebabkan
kesalahan/kelalaian pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil
NeSara/ Non Pegawai bersangkutan.

Tambahan uang harian, dan biaya penginapan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepa.da PPIK untuk
mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
a.Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/

Kepala Bandara/perusahaan jasa Tralsportasi lainnya;
dan/atau

b. Surat keterangal perpanjangan tugas dari pemberi tugas.

Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPTK

membebankan biaya t mbahan uang harian dan biaya
penginapan pada DPA Perangkat Daerah berkenaan.

Tambshan ualg harian dan biaya penginapan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangksn untuk hal-
hal scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e, huruf
f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j ,

(21
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(s)

(6)

(1)

Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari junlah hari
yang ditetapkan dalam SPPD (tanggal SPPD tidak sesuai dengan
tanggal dan wa}fir yang tertera pada Tiket keberangkatan dan
kepulangaa), Pelaksana SPPD harus mengembdikan kelebihan
uang harian, biaya penginapan, uang rcpreBentasi, dan sewa

kendaraan dalam Kota yang telah diterimanya kepada
PPlK,/Bendahara pengeluaran.

Ketentuan pengembalian kelebihan uang harian, biaya
penginapan, uang repnesentasi, dan sewa kendaraan dalam Kots
sebagaimsna dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku untulr
ketentusn sebagaimara dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) hurufj.

Pasal 11

Pengaflgaran untuk orientasi dan pendalaman tugas bcrupa
pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosislisasi,
workehop, lokakarya, seminar atau sejenisnya yang terkait
dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi
Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan
Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli
diprioritaskan penyelenggaraannya bcrpedomaa pada ketentuan
yang berlaku.

Satuan biaya diklat pimpinan/struLtural merupakan satuan

biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat
penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki
jabatan tertentu dan Satuan biaya l,atihan Prajabatan, biaya

observasi lapangan dan perjalanan dinas peserta berpedoman

pada ketentuan lrang berlaku.

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah penerbit SPPD.

Hasil pedalanan dinas jabatan dilaporkan secara tertulis kepada

yang memberikan perintah tugas, dan diinformasikan kepada

Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan

fungsi pada pogram dan kegiatan.

(21
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BAB VI

PER.,A[,ANAN DINAS PINDAH

Pasal 12

(1) Pedalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (2) merupakan pedalanan dinas dari tempat kedudukan yang

lama ke tempat kedudukaa yang baru di luar daerah berdasarkan

Surat Keputusan Pindah bagi Pejabat Negara dan pegawai

Aparatur Sipil Negara beserta keluarganya yang sah.

(2) Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(3) Keluarya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

dari:

a. ist€ri/suami yang sai sesuai ketentuan Undang-Undang

Perkawinan yang berlaku;

b. anak kandung, anak tiri, dan anak angl€t yang sah menurut

hukwn yang berumur paling tinggi 25 (dua pr:luh lima) tahun
pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tjdak

mempunyai penghasilan sendiri;

c. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang aah menumt

hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun,

yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang

menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri;

d. anak kandung perempuan, anak tiri porempuan, dan anak

angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur
lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan

tidak mempunyai penghasilan sendiri.

(4) Perjalanan Dinas Pindah dilakukar dalam rangka:

a. pindah tugas dari Tempat Kedudukan yang lama ke Tempa.t

Tujuan Pindah;

b. pemulangan Pejabat Negara/ Pegawai Negeri yang dibcrhentikan

dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang

tunggu dali Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan menetap:

c. pemulangan PTT yang diberhentikan karena telah berakhir

masa kerjanya dari Tempat Kedudukan ke tempat hJuan
menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja;

t
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d. pengembalian Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang mendapat
uang tunggu dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan yang

ditrntukan untuL dipekerjakan kembali.

(5) Pengajuan perjalanan dinas pindah berlaku untuk jangka wa,[<ttr 1

(satu) tahun anggaran.

BAB VII
BIAYA PER^'AI,ANAN DINAS PINDAH

Pasa.l 13

Biaya Perjalanan Dinas Pindah terdiri atss komponen sebagai

berikut:
a. biaya Transport pegawai;

b. biaya Transport keluarga yang sah;

c. biaya pengepakan dan angkutar barang; dan/atau
d. uang harian.

Biaya Transport pegawai dan biaya Transport keluarga yang sah,

biaya pengepakaa dan angkutan barang dibayarkan sesuai

kebutuhan nlrata.

Uang harian Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud
dalam ayat (l) hurufd diberikan untuk pegawai bersangkutan dan
masing-masing anggota keluarga yang sah dengao ketentuan
sebagai berikut:
a. selama 3 (tiga) hari seteLah tiba di tempat tujuan

pindah/ menetap yang baru;
b. paling lama 2 (dua) hari untuk tiap kali menunggu sambungan

(transit) dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung;

c. sebanyak jumlah hari tertahan daLam hal pegawai yang

bersangkutan jatuh sakit ddam Perjalanan Dinas Pindah, satu
dan l,ain hal menurut keputusan KPA; atau

d. sebanyak jumlah hari tertahan dalam ha-l pegawai yang sedang

menjalankan Perjalanan Dinas Pindah mendapat perintah dari
pejabat yang menerbitkao Surat Tugas untuk melakukan tugas
lain guna kepentingan Negara

Biaya pengepakan dan angkutan barang termasuk untuk bongkar
muat pergudangan sebaSaimana tercantum dalam Peraturan
Menteri Keuangan tentang Standar Biaya.

t
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(s) Biaya pengepakan dan angkutan barang dengan menggunakan

kendaraan angkutan darat diberikan sebesar 50% (lima puluh
persen) dari satuan biaya sesuai Peraturan Menteri Keuangan

mengenai Standa, Biaya.

Satuan volume pengepakan dan angkutan barang yang digunaksn
sebagai dasar perhitungan s€bagaimana tercantum dalam

Peratulan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya.

Penggolongaa tingkat Biaya Perjalanan Dinas Pindah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) mengacu pada ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pefalanan Dinas Pindah yang dilakukan dalam rangka pindah

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a atas
permintaan sendiri, tidak diberikan biaya Pefalanan Dinas.

Biaya Perja.lanan Dinas Pindah dibebankan pada DPA Perangkat
Daerah yang menerbitkan surat keputusan pindah/ mutasi,

dalam I (satu) tahun alggaran berkenaan, dengan satuan biaya
perjalanan dinas pindah yang berpedoman pada Peraturan

Menteri Keuangan tentang Standar Biaya.

BAB VIII
PER.'ALANAN DINAS KE LUAR NEGERI

Pasal 14

Pejabat Negara/Pejabat Daerah/ASN yang melaksanakan
perjalanan dinas ke Luar Negeri berpedomaa pada peraturan
perundang-undangan.

BAB Ix
PEI.AKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA

PER.'ALANAN DINAS

Pasal 15

Pembayaran biaya peialanan dinas dilakukan melalui mekanisme

UP/GU/TU dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).

(6)
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(e)
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Pasal 16

Pcmbayaran biaya perjalanan dinas mcla.lui mekanismc

UP/GU/TU dilakukan dengar memberikan uang muka kepada

Pejabat Negara/Pegawai ASN yang melaksanakan peialaran
dinas oleh Bendahara Pengeluaran dari UP/GU/TU yang

dikelolanya sesuai dengan kemarnpuan anggaran yang tersedia

pada DPA/ DPPA kegiatan.

Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PA/KPA

kepada Bendahara Pengeluaran dengal melampirkan dokumen

sebagai berikut:

a. Surat Perintah Ttrgas sebagaimana tercsntum pada Lampiran

Peraturan Bupati ini;
b. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagaimana

tercantum pada limpiran Peraturan Bupati ini;
c. kuitansi tanda terima ua.Ilg muka;

d. surat pernyataan t€nggungiawab uang muka; dan

e. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.

(3) Setelai melaksanakan perjalanan dinas, pelal<sarta SPPD

menyampaikan pertanggungiawaban pefalanan dinas kepada

pejabat berwenalg ultuk dilakukan perhitungan rampung, untuk
selanjutnya oleh Bendahara pengeluaran diajukar Ganti Uang

(GU) atau dipertanggungjawabkan sebagai pertanggungiawabar

Tambah Uang (TU) melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

(U Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme lS
dilakukan melalui:

a. Periketan dengan penyedia jasa;

b. Bendahara Pengeluaran; atau
c. Pelaksana SPPD

(2) Perjalanar Dinas Jabatan yang dilakukan melalui perikatan

dengan penyedia jasa sebagaimala dimaksud pada ayat (1) huruf
a meliputi:
a, Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan

fungsi yang melekat pada jabatan; dan
b. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti rapat,

seminar dan sej enisn5ra.

t
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(4)

(s)

(6)

(71

Penyedia jasa untuk pelaksanaan perjalanan dinas dapat berupa

event organirer, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa

Transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan.

Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan

barang/jasa pemerintah.

Komponefl biaya pcrjalanan dinas yang dapat dilaksanakan

dengan perikatar meliputi biaya Transport termasuk
pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk
1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.

Nitai satuan harga dalam kontrak/pedanjian tidak diperkenankan

melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa

Transportasi atau tarif penginapa-n/hotel resmi ya-ng dikeluarkan

oleh penyedia jasa penginapan/ hotel.

Pasal 18

(1) PA/KPA melalui Pejabat Penatausahaan Keuangaa Perangkat

Daerah meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS yang diajukan oleh

Bendahara Pengeluaran.

(2) Dalam hal dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak lengkap, Pejabat Penatausahaan Keuangan

Perangkat daerah mengembalikan dokumen SPP-LS kepada

Bendahara pengeluaran untuk dilengkapi.
(3) Datam hal dokumen SPP-IS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dinyatakan lengkap dat! sah, PA/KPA menerbitl<€n SPM-LS.

(4) Dalam hal dokumen SPP-LS} sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak
lengkap dan/atau tidak sah, PA/KPA menolak menerbitkan SPM-

LS.

(5) SPM-LS yang telah diterbitlan diajukan kepada Bendahara Umum

Daerah atau Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk menerbitkan

SP2D.

Pasal 19

(U Dalam hal peialanar dinas telah dilakukan sebelum biaya

perjalanan dinas dibayarkan, pembayararr biaya pe{alanan dinas

dapat dilakukan dengan mekanisme Pembayaran langsung

melalui rekening Bendahara pengeluaran atau kepada rekening

pelal<sana SPPD yang telah melakukan perjalanal dinas.

t
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(2) Pembayaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dengar meLampirkan:

a. Surat Pengantar

b. Ringkasan SPP-GU/ LSi

c. Lampiran SPP-GU/LS

d. Dafta-r Nominatif Pejabat/Pegawai Aparatur Sipil Negara yang

melakukan perjalanan dinas yang memuat informasi nama,

Nomor Induk pegawai, Pangkat, Golongan, status, tujuan,

tanegal berangkat, lama perjalanan, jurnlsh u,rng,

ditandatangani oleh pejabat yang benvenang.

e. Surat Perintah tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Peraturan Bupati ini.
f. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagaimana

tercantrrm dalam lampiran Peraturar Bupati ini,
g. Rincial Biaya Perjalanan Dinas.

h.Butti pengeluaran tiket/travel/bus/kereta apilkapal
laut/boarding pass tiket pesawat/bill BBM/Bukti sewa

kendaraan/ dan bill hotel/ penginapan.

i. Daftar pengeluaraa riil sebagaimana tercantum pada Lampiran

Peraturan Bupati ini.
j. Laporan Hasil Perjalanan Dinas.

BAB X
PER'IANGGUNGJAWABAN BIAYA PER.IALANAN DINAS

Pasal 20

(1)Pelalsana perjalanan dinas mempertanggungiawabkan

pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya

Perjalanan Dinas kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kefa
setelah Pe{alanan Dinas dilaksanakan.

(2) Pertanggungiavraban biaya Perjalanar Dinas Jabatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan

dokumen berupa:

a. Surat Perintah Tugas yang sah dari atasan PeLaksana SPPD

sebagaimana tcrcantum dalam Lampiran Poraturan Bupati ini;

b. SPPD yang t€lah ditandatangani oleh PPIK dan pejabat di

tempat peLaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang

menjadi Tempat T\rjuar Perjalanan Dinas sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;

t
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c. Tiket pesawat, boarding pass, airpoft tox, retribusi, dan bukti
pembayaran moda Transportasi lainnya;

d. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana

tercantum dalam Lampiraa Peraturan Bupati ini;

e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota

berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang

dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa

penyewaan kendaraan; dan

f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.

(3) Pertanggungiawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan meLampirkan dokumen berupa:

a. Fotokopi surat keputusan pindal;
b. SPPD yang telah ditandatangarf pihak yang berwenang;

c. kuitansi/bukti penerimaan untuk uang harian;

d. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya Transport; dan

e. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan dan

angkutan barang,

Pasal 21

PPTK/PPK-PD melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti
pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada

Bendahara Pengeluaran,

PPTK/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu/PPK-PD berwenalg untuk menil,ai kesesuaian dan

ke$,ajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar
pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Rincian biaya

perjalanan dinas.

PPK-PD mengesahkan bufdi pengeluaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (l) dan menyampa.ikan kepada Bendahara Pengeluaran

sebagai pertanggunglawaban VP I OV /TV atau bulirti pengesahan

Surat Permintaan Membayar/Surat Permintaan Pencairan Dana

(SPM/ SP2D) LS Perjal,anan Dinas.

Pasal 22

(1) Pejabat yang berwenang bertanggungiawab atas ketertiban

pelaksa-naan Peraturan ini dalam lingkungan perangkat daerah

masing-masing.

(1)

(21

(3)

24 FSU



l2l

(3)

(4)

Pejabat yang berwenang dan Pejabat/Pegawai yalg melakukan

perjalanaa dinas bertanggun$awab sepenuhnya atas kerugian
yang diderita oleh Negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian

atau kealpaan yang bersangkutar dalam hubungaanya dengan

perjalanan dinas dimaksud.

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan

dari harga sebenainya (mark upl, dan/atau Perjalanan Dinas

rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungiawaban

Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh

negara, bert€nggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindal€n
yang dilakukan.

Terhadap kerugian yang diderita oleh Negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapa.t dikenakan berupa:

a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

b. hukuman administrasi dan tindakan Lainnya menurut
ketentuan peraturan perundalg-undangan,

BAB xI
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 23

Kepala Perangkat Daerah menyelenggara}an pengendalian

intemal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas.

Pengendaliaa intemal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

BAB xII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Pepaturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati

Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pefalanan

Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun

Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2O1a

Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Musi

Rawas Nomor 6l Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Nomor 65 Tahun 2O17 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2018 Nomor 6l) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

S
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l2l5

,s p''



Pa8al 25

Feraturan BuPati ini mulai berlaku pada t''.gEaf diundangban.

Aglr sctisp orang ocngptahuinya, mcmerintahkan pctlsutdangBn

Feraarra[ Bupeti ini acogan pcnempatannya drlarrl Bcrita Dacreh

KabupatGn Liusi Rasae'

di Muara Beliti
Jenuari 2019

R wAs,l

Diundangksr di Muara Bcliti
pada l.'|,8Fl t I Januad 20 19

[R. semrrenrs DAERAH

I I(ABT,PAIEN MUSI RAIl--

Dit tapLar

,r'ffi



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR :, TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PER.JAI,ANAN DINAS DI INGKUNGAN
PEMERIMAH KABUPATEN MUSI
RAWAS

1. SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB UANG MUI{A

L

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB UANG MUKA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama
NIP

Pangkat/Golongart

Jabatan

Dengan ini menyatskan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Sehubungan dengan Surat Perintah Tugas Nomor .'..... S€rta Surat

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Nomor.'.... Maka saya teLah menerima

uang muka (panjar) perjalanan dinas dimaksud.

2. Saya akan mempertanggunglawabken uang muka tereebut

selambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah kembali dari pelaksanaan

tugas

3. Saya bersedia mengembalikan apabila dalam pelaksanaannya tordapat

selisih lebih antara uang muka terhadap biaya riil

Demikian pernyataen ini saya buat dengan sesungguhnya, dan

apabil,a dikemudian hari terbulrti pemyataan saya ini tidak benar, saya

bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan penrndang-undangan.

Muara Betiti, tanggal, bulan tahun

Yang membuat pernyataan,

(.....................................)

NIP.................................

a
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2. TANDA TERIMA UANG MUI(A PER.'AIANAN DINAS

TANDA TERIMA UANG MUKA PER.'AIANAN DINAS

Sudah tcriraa dari : B€ndahan Pengeluaran.'.'..

Uang scjumlah

Untuk

Dcngan pcrincian Bcbagai berikut:

Dalam rangka pclaksanasn Tclah Menerima Jumlah Uang scsuai

dengan

SPFD Nomor

Tangal
sebesar

Terbilang

Rp..........

Muara Bcliti, ........

Yang Mcnerima,

: Pembayaran Uang Muka Perjalanan Dinas

(.............................)

NIP.

l. Ueng Harian Rp.

2- Biaya Ttansport Rp.

3. Biaya Fcnginapan Rp.

4. Uang Rr,!,rcacntali Rp.

5. Sewa l(enderaan dalam Kota Rp.



3. RINCIAN B1AYA PEzuAIANAN DINAS

RINCIAN BIAYA PER.'AIANAN DINAS

I.ampitan SPD Nomor :

TangEI :

Telah dibayar ecjumlah
scbegar
Rp..............................

Bcndahara Pengeluaran

Muera Beuti, tangal, bulan, tahun
Telah menerima jumlah uang

Rp. ....................

Yang Menerima

(...........................)

MP.

(.................................)

MP.

No. PERINCIAN BIAYA JUMIAH (Rp.) I{ETERANGAN

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7-

JUMI.AH

Terbilane

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

DitctspLan sejumlah
Yang t€lah dibeyer scmula
Siea kurang/lebih

: Rp. .............................
: Rp. .............................
: Rp. ...........'.................

Fejabat yang bcrrenang/dituniuk

(.........................)

MP.



4. DAFTAR PENGELUARAN RIIL

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Ysng bertanda tangsn dibawah ini :

Nama :
MP:
Jabei:an :

Bcrda8arkan Surat Pcrjalanan Dinas (SPD) Nomor .............14r88p1
........., dcngan ini kami menyatakan dengan scsungguhnya bshwa

1. Biaya Transpor DPRD/Fgaf,'ai dan/atau bieya pcnginePon
dibawah ini yang tidak dapat diPerolch buki-buki
pengcluaranlra, meliPuti :

No Uraian Jumlah

Jumtah

2. Jumlah uona tcrscbut pada angka I di atas benar-bcttar
dikcluartan untuk pclaksanaan Ferjalanan Dinas di''eL€ud datr
apabila di kemudian hari tctdapat kelebihan atas pcmbayaran,
kami bcrrcdi. menyctorkan kclebihan ke l(ac daerah'

Dcmikian pcmyataan ini L.6i buat dengan acbcnaraya,
untuk diFrgunakan scbagaimana mcstinya.

Menectshui/ Menyetujui

PA/Kuasa Pengguna Angaran

MP.

Muara Bcliti, tanggal, bulan tahtm

Felaksane SPD,

MP.



5. SI'BAT PERIITTATI TUGAS

KOP NASKAH DINAS

PERANGNATDAERAH

SURAT PERIMAH TUGAS

t{oMoR........................

MEMERINTAHKAN:

: 1. Nama

Panskat/gpl

NIP

Jabeten

2. Naoa
Pangkat/gol

MP
Jebat n

Untuk : l.
2.

3.

Tarygat ditugasean

Ditetapkan di
*6"+.nqFl
PT.'ABAT YANG BERSIENANG

NAMA

PANOKAT

NIP

rfr'



6. SURAT PERINTAH PER.JAI,ANAN DINAS

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Irmbar ke
Kode No
Nomof

SURAT PERINTAH PERJAI,ANAN DINAS

(sPPD)

t

Ditetapkan di
Pada tanggsl
PF^IABAT YANG BERWENANG

NAMA

PANGKAT

NIP

1. Pejabat yang memberi perintah

2. Nama Pegawai yang diperintah

3. a. Pangkat dan golongan menurut
PP No. 6 Tahun 1997

b. iabatan
c. Tingkat menurut peraturan

p.rialanan

1. Maksud Perialanan Dinas

5. Alat Angkut yang dipergunakan

o. e. Tempat B€rrngkat
b. Tempat Tujuan

7. a. Lamanya Pcrjalanan Dinas

b. Tanggal Berangkat

c. Tanggal harus kembali

8. Pengikut

9. Pemb€banan fuiggaran
a. lnstanSi
b. MaEl AnggaEn

10. Keterangan Lain-lain

N,.
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l.SPPONo. :

B€rsngkatdari :

O6mpat Kodudukan)
Pada Tanggal :

Ke:
S€laku P€laksana Tel(nis lGgi€tan

ll. Tibe di :

Pada tamcal
Borangkat dari
Ke
Pade tanggel

(...............
NIP.NIP

lll. Tibadi :

Pada tanggal

( .... ..
NIP.

.. )

Barangkat dari :

Ks:
Pada ianggal :

t ..-.--........ )
NIP

lV. Tiba di :

Pda tanggal :

Berangkat dan
Ke
Pada tanggel

l
NIP NIP.

V. Tiba kombeli di:
Pada tamgd :

Telah dipsril(sa, dengan koterangan
bthwa Periahn.n terseM diates
bener dilakukan etas perintahnya dan
s€meta.mda untuk keper ingan

iabdan dalam waktu yang 3asingkst'
singkdnya.

PEIABAT YANG BERWENANG

NAMA
PANGXAT
NIP

Vl. Catebn Lein-lain

-$
I RAWAS,

VII. PERHATIAN
illi"u"t-'r"no barwenang msnortiden SPPD, p6gnwai yang yang mslakukdl

o"iiaiJ*i dinaa, pera iiala yang mong6thkan t nggal boEngkeulibe' 8a a

[i,iJ"rr"tvan dbtugr;rgia#u borda8e]kan poralura]'peraturan Kouangan

Naara apebila Negere;.nd6rita ruoi akibat lcselahen, kelalaian dan koalpaan' -

GUNAW


